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Abstrak 


Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari 
perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat 
program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan 
masayarakat desa. Seperti yang kita ketahui, masayarakat pedesaan adalah 
masyarakat yang identik dengan kemisikinan dan keterletarbelakangan padahal 
tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh mayarakat desa. Upaya penanggulangan 
kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan 
dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan 
komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pihak 
luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator 
pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses 
pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang 
dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses 
dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Artinya program 
pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan 


kebutuhan masyarakat pedesaan. 
Pendahuluan 


Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan 
sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 


perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan masyarakat pedesaan 


merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam 
rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka 
otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah 
pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, 
memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, 
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Sahyana, 


2019, p. 160). 


Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses 
pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam 
berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan 
bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga 
masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Secara historis desa merupakan 
cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh 
sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Namun sekarang ini pembangunan di 
tingkat desa masih jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi 
di tingkat desa tersebut. Kondisi ini terjadi bisa saja karena jauhnya jangkauan 
menuju desa tersebut ataupun sulitnya akses menuju desa tersebut (Devi 


Deswimar, 2014, p. 42). 


Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan 
masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah 
perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup 
yang lebih berkualitas (Oomariyah & Nali Brata, 2018, p. 21). 


Sedangkan konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam 
pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. 
Pemberdayaan masyarakat bermakna sebagai upaya menjadikan suasana 


kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, 


baikdalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional 
maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain (Aminah, 2017, p. 
127, Syaifudin & Ma'ruf, 2022, p. 269 ). 


Salah satu program pemberdayaan yang ada di Desa Pudak Kulon adalah 
program pemberdayaan melalui pertenakan sapi perah. Program pemberdayaan 
melalui pertenakan sapi perah adalah program yang bertujuan untuk 
memandirikan, memberdayakan dan memanfaatkan hewan ternak yang dimiliki 
oleh masyarakat Pudak Kulon berupa untuk dimanfaatkan susunya dan 


berkerjasama dengan pabrik susu terbesar di Jawa Timur yang berada di Pasuruan. 


Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 
menginvestigasi bagaimana perternakan sapi perah terhadap pemberdayaan 
masyarakat di Pudak Kulon dan bagaimana pertenakan sapi perah berperan dalam 


pertumbuhan dan pembangunan ekonomi desa 
Otonomi Daerah dan Pemerintah Desa 


Pengertian Otonomi Daerah Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, otonomi 
adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Billah & 
Mulyani, 2019). Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan 
pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan 
kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-unndangan”. Otonomi dapat pula dikatakan sebagai The 
legal self suffiency of social body and its actual independence (Anita, 2020, p. 
29). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 
Undang-undang NO. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga 


mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah Otonomi, selanjutnya 


disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas 
wilayah 12 yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bersasarkan aspirasi 


masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 


Sementara itu, Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata swadesi 
bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan 
otonom (Rudiarta et al., 2020, p. 63). Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritnahan 


NKRI (Hendriyati, 2020, p. 49: Andari, 2018, p. 14). 


Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem 


Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota (Astuti, 2022). 


Dari uraian tentang desa diatas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum 
dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai 
kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat (Situmorang, 
2016, p. 22). Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat 


istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri (Devi Deswimar, 2014, p. 44). 


Sedangkan Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat 
desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat 
mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek 


kehidupan mereka (Fanani et al., 2019, p. 13, Kurniawan et al., 2020, p. 33). 


Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa 


adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD. 


Lebih lanjut, Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, 
yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat 
(Helwani, 2020, p. 343: Fauzan & Jusmalia, 2020, p. 3). Dari uraian diatas jelas 
sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa 
lainnya yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur, menata, melayani, 


memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pudak 


Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, 
kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga pontensi yang 
dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan 
dengan dunia luar (Bahua, 2016, p. 44: Puspitorini, 2019, p. 245). Pemberdayaan 
diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku 
pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, 
lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota masyarakat untuk 
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan 
keragaman masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan 


kesejahteraan masyarakat (Telaumbanua, 2021, p. 1046). 


Sementara itu, di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pemberdayaan 
masyarakat melalui program sapi perah telah khususnya peternak sapi telah 
diupayakan oleh pemerintah setempat. Peternakan sapi perah dipilih karena 
memiliki sifat usaha yang maju dan dapat terus dikembangkan (Nurtini & UM, 
2018, p. 3). Hasil olahan susu dari sapi perah dapat menjadi produk yang dapat 
didiversifikasikan keberbagai olahan makanan yang lain. Tentunya, hal tersebut 
memiliki nilai jual sehingga memiliki nilai ekonomi untuk para peternak sapi 


perah (Sawitri et al., 2018, p. 276). 


Namun sayangnya, terdapat beberapa kendala dalam memberdayakan 


peternak sapi perah yaitu minimnya sumber daya manusia, minimnya anggaran 


pemerintah kabupaten, perlunya pembangunan fasilitas fisik, dan lain-lain 
(Ardiansyah & Ma'rifah, 2020, p. 104) . Lebih lanjut, permasalahan pada peternak 
juga menjadi perhatian pemerintah dimana peternak belum melek dengan 
perkembangan teknologi untuk meningkatkan produksi, belum ada diversifikasi 
yang bervarian untuk produk olahan susu sapi, lemahnya pemasaran produk 
(Daryanto, 2018, p. 5, Masruroh & Parnomo, 2018, p. 28: Sawitri et al., 2018, p. 
211). Sampai saat ini para Peternak sapi perah masih berharap akan peranan dari 
pemerintah baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 


semisal menyediakan lahan yang permanen, memberi penyuluhan, dan lain-lain. 


Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa solusi yang dapat ditawarkan 
adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki konsen terhadap 
pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut 
bertujuan agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Lebih lanjut, model 
pemberdayaan Islami dapat diadopsi yang dapat mengikat kebermasyarakatan 
antar masyarakat peternak dan petani. Seperti, menerapkan prinsip keadilan, 
prinsip persamaan hak, prinsip partisipasi, penghargaan etos kerja, dan prinsip 
tolong menolong. Terlebih pendekatan ajaran Islam dalam meberdayakan sangat 
terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari melalui dimensi iman, dimensi ilmu dan 


dimensi sosial (amal) (Susilo, 2016 p. 207-208). 


Lebih lanjut, model pemberdayaan tersebut dapat diterapkan melalui 
pemanfaatan limbah peternakan untuk pupuk (Setyaningrum et al., 2021, p. 0021), 
seperti yang telah dilakukan oleh petani durian di Ngebel yang memanfaatkan 
limbah kulit durian untuk menjadi pupuk (Masrifah et al., 2021, p. 282). 
Diversivikasi olahan susu, menjadi berbagai minuman, es krim, permen, keju dan 
lain sebagainya (Sawitri et al., 2018, p. 277, Zulaikhah & Sidhi, 2021, p. 18). 
Untuk itu, penting bagi pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak yang 
mampu menopang dan mendorong pemberdayaan masyarakat peternak sapi perah 


di kecamatan pudak. 


Lebih lanjut, literasi ekonomi kepada masyarakat sangat penting agar 


masyarakat memiliki kesadaran berekonomi dan berfinansial sehingga mereka 


akan merdeka secara ekonomi dan finansial dengan kemampuan atau inklusi 
keuangan yang baik (Nugraha et al., 2019, p. 147). Lebih lanjut, kesadaran 
berekonomi masyarakat akan memudahkan pemerintah setempat dalam sosialisasi 
produk buatan asli daerah (Nugraha et al., 2021, p. 172). Sehingga masyarakat 
akan memilih produk sendiri secara prioritas dari pada produk dari luar ataupun 
impor. Peternak perlu diberi pelatihan untuk bekerja sama dengan lembaga 
keuangan terkait bagi hasil peternakan yang serupa dengan bagi hasil pertanian 


(Arief & Susilo, 2019, p. 202). 


Salah satu perguruan tinggi Islam di Ponorogo yang memiliki prinsip 
kebermasyarakatan adalah Universitas Darussalam Gontor yang merupakan 
bagian dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan konsep living wakaf nya 
Gontor dan Perguruan tingginya mampu memberdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat sekitar (Susilo, 2016, p. 33: Susilo et al., 2021). Hal ini tentunya dapat 
menjadi acuan pemerintah bahwa konsep pendapatan public Islam seperti zakat 
dan wakaf dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan 


masyarakat (Susilo, 2017, p. 16, Rizal et al., 2020). 
Kesimpulan 


Dengan adanya otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 
kepala desa dan tokoh masyarakat dan bahkan masyarakat desa dapat leluasa 
mengelolah potensi desa yang dimiliki sehingga dapat menciptakan roda ekonomi 
yang produktif untuk masyarakat dan bahkan dapat membangun desa untuk 
menjadi lebih maju salah satu contoh yaitu pertenakan sapi perah yang terdapat di 
desa Pudak. Tapi itu semua tidak akan berjalan lanjar jika tidak ada partisipasi 


dari masyarakat dan program-program dari pemerintah sekitar. 


Dengan adanya pertenakan sapi perah masyarakat jadi terbedaya dan 
mampu meningkatka pendapatan mereka sehingga dapat terlihat keesejahteraan 
mereka dari segi tercukupnya keperluan mereka dan juga pertenakan sapi perah 
ini membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi yang sehat dengan 


mengkonsumsi susu hasil perahan sapi ternak. 
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